BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil di atas, berikut disampaikan kesimpulan dan saran:

1.

Penelitian terkait hasil Evaluasi Kinerja Kebijakan Kepemimpinan
Perempuan Perdesaan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten
Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Program Prioritas
Nasional menunjukkan bahwa kebijakan program ini sudah dijalankan
dengan cukup baik dan dapat dilanjutkan, namun begitu masih ada
catatan yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam program ini
karena ternyata berdasarkan temuan di lapangan Kebijakan
Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
tidak dapat disamaratakan untuk dapat mudah diterapkan disemua
wilayah Indonesia, dalam menerapkan kebijakan ini harus
memperhatikan nilai budaya, norma adat, norma agama, serta
karakteritik penduduknya. Sehingga diperlukan kajian ulang untuk
keberhasilan dan kemaksimalan dari tujuan program peningkatan
kapasitas kepemimpinan perempuan tersebut.
Dengan menggunakan teori William Dunn tentang enam kriteria yang
dapat mengukur tingkat kinerja kebijakan publik, terdapat tiga kriteria
yang dapat menilai kinerja kebijakan kepemimpinan perempuan
perdesaan dengan membandingkan diantara kedua wilayah yaitu
Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang ternyata di lapangan masih terdapat beberapa
kelemahan:
a. Kiriteria Efektivitas
Keberhasilan penerapan kebijakan terletak pada (salah
satunya) keterlibatan, komunikasi, dan koordinasi. Agar efektivitas
kebijakan berjalan dengan baik, maka “standar dan tujuan dari
program/ kebijakan” ini seharusnya sudah dipahami oleh pihak-
pihak yang mempunyai peran dan tanggung jawabnya atas

pencapaian kebijakan ini. Karenanya penting untuk memperhatikan
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tujuan dari kebijakan ini maka keterlibatan antar pihak ini
dibutuhkan keseragaman pemahaman, pandangan, konsistensi
peran dan tanggung jawab untuk keberlanjutan program tersebut.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada saat tahap
persiapan dalam mengimplementasikan Kebijakan Kepemimpinan
Perempuan Perdesaan memiliki kendala pada keterlibatan antar
pihak terutama keterlibatan, peran dan fungsi secara entitas dari
Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan
tersebut sehingga kontribusi dari pemerintah daerah tidak cukup
signifikan dalam mendukung program tersebut, kurangnya
kolaborasi, keterlibatan, dan komunikasi atau engagement antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Lembaga
Masyarakat menjadi hambatan dalam pengembangan dan
penyelenggaraan kebijakan dan program Kepemimpinan
Perempuan Perdesaan selain pemahaman, pandangan yang
berbeda terkait isu-isu tersebut, keterbatasan sumberdaya dari
pemerintah daerah, serta kurang efektifnya komunikasi antar pihak
yang menyebabkan ketidaksepahaman dan ketidakpercayaan
dapat menghambat kerjasama yang baik.

Selain beberapa aspek ketidakefektivan di tahap persiapan,
peneliti juga menemukan perbandingan yaitu persamaan dan
perbedaan efektif tidaknya dari hasil pelaksanaan pelatihan dan
pendampingan, meskipun sudah diberikan treatment atau pelatihan
yang sama, kualitas fasilitator dan metode pelatihan yang sama
namun hasilnya berbeda, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor
kendala seperti latar belakang peserta, dukungan dari keluarga dan
lingkungan, keterbatasan jarak dan waktu, serta benturan budaya
patriarki, norma adat dan agama yang kuta mengakibatkan
perbedaan kuantitas dan kualitas dari peserta pelatihan. Peserta
Lombok Timur lebih banyak mendapat intervensi dari Sekolah
Perempuan, lebih mendapatkan dukungan yang positif dari
keluarga dan lingkungan masyarakat dibandingkan dengan peserta

Lombok Utara dan juga masalah keterbatasan jarak rumah dan
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waktu pelatihan yang hanya singkat, serta benturan nilai budaya
patriarki, serta norma adat dan agama yang kuat. Dapat
disimpulkan bahwa kendala-kendala untuk peserta Kabupaten
Lombok Timur tidak mempengaruhi hasil pelaksanaan pelatihan
karena masih dinilai cukup efektif dan dapat diatasi oleh peserta
wilayah Lombok Timur dibandingkan dengan peserta Lombok
Utara.

Selain pada tahap persiapan dan pelaksanaan, juga pada
tahap pendampingan terdapat ada kriteria ketidakefektivan/
kekurangan dalam mekanisme Monitoring dan Evaluasi Program
Pelatihan Kepemimpinan Perempuan yang dijalankan oleh
Kementerian PP dan PA di Kabupaten Lombok Timur dan
Kabupaten Lombok Utara yaitu Kurangnya Mekanisme Monitoring
dan Evaluasi yang Berkala, Keterlibatan Pihak terkait yaitu Tim dari
Lembaga Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses Monitoring dan
Evaluasi, Ketidakjelasan Tujuan dan Hasil Monitoring dan Evaluasi,
Kriteria Efisiensi

Hambatan dari aspek Sumber Daya Anggaran pada proses
pelaksanaan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan
adalah :

Keterbatasan Anggaran
Kurangnya Fleksibilitas Aturan Anggaran

Hambatan dari Aspek Sumber Daya Manusia pada proses
pelaksanaan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan
yaitu proses pencarian peserta perempan potensial yang
terkendala dengan:

1) Latar Belakang Peserta

2) Jarak dan waktu

3) Dukungan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat
4) Norma Adat dan Agama

Hambatan tersebut diatas sangat relevan dengan indikator
Efisiensi, yang mana menurut Dunn, Efisiensi berarti mencapai hasil

dengan menggunakan sumberdaya seperti waktu, tenaga kerja,
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anggaran/ uang, atau sumber daya lain. Fokus utamanya adalah
pada penggunaan sumber daya yang efisien dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
d. Kriteria Responsivitas
Terdapat perbandingan yaitu muncul ktiteria perbedaan tingkat
Responsivitas pada hasil pelaksanaan, yaitu respons positif atau
tingkat kepuasan peserta Kabupaten Lombok Timur sebagai
penerima manfaat lebih besar dibandingkan dengan peserta dari
Lombok Utara. Respon tersebut terkait kualitas fasilitator, materi,
metode yang cukup baik. Mereka menganggap fasilitator memiliki
pemahaman yang mendalam tentang subyek yang diajarkan dan
mampu menjelaskan dengan baik serta materi yang diberikan
peserta cukup user friendly, menarik, dan mudah dipahami, selain
itu metode yang partisipatif dan dialogis membuat peserta lebih
bersemangat dalam mengikut proses pelatihan. Perbandingan
kriteria perbedaannya pada tingkat Responsivitas wilayah
Kabupaten Lombok Utara, beberapa kendala yang dirasakan oleh
peserta adalah keterbatasan waktu selama proses pelatihan,
dukungan dari suami, keluarga, dan lingkungan masyarakat,
benturan budaya patriarki yang tinggi, serta norma adat dan agata
yang kental, dan juga peserta yang belum pernah mendapat
pelatihan sebelumnya dari Sekolah Perempuan, memiliki
keragaman pengetahuan dan pengalaman yang berbeda, serta
kondisi pandemi Covid-19 ternyata memberikan dampak yang
kurang responsive dan efektif terhadap hasil pelatihan
Rekomendasi Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan
Perdesaan yang membandingkan diantara kedua wilayah tersebut yaitu
Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi menggunakan
Teori Dunn. Berikut beberapa alternatif rekomendasi kebijakan yang
dapat membantu meningkatkan kinerja Kebijakan agar lebih efekitif,

efisien, dan responsif.:
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B. Saran

Kementerian PP dan PA membentuk “Tim Manajemen Kolaborasi”
sistem mekanisme forum/ dialog tim kerjasama formal antar pihak
melibatkan unsur pemerintah pusat maupun daerah, organisasi
perempuan, pakar, akademisi, sektor swasta, organisasi
internasional yang bersifat regular/ berkala.

Kementerian PP dan PA membuat Model Pemberdayaan
Perempuan dalam melatih peserta dengan karakteristik yang
serupa di kalangan akar rumput di seluruh Indonesia, seperti:
Sekolah Perempuan.

Kementerian PP dan PA membangun mekanisme Monitoring dan
Evaluasi yang berkala dan terus-menerus selama program berjalan,
hal ini memungkinkan pengukuran dampak jangka panjang dari
program dan identifikasi perubahan yang perlu dilakukan selama

pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran untuk

kepentingan Akademik dan Praktisi:
1. Akademisi

a.

Akademisi dapat melakukan penelitian lanjutan dengan
mengembangkan penelitian kuantitatif melalui desain survei dan
kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden dua wilayah
tersebut, karena kelemahan dari penelitian kualitatif lebih
melibatkan penafsiran/ interpretasi dari peneliti sendiri, sehingga
agar meminimalisir resiko subjektivitas hasil penelitian, maka
dengan membuat pertanyaan yang mencakup latar belakang,
tingkat dukungan keluarga, atau faktor lain agar dapat memberikan
analisis statistik yang lebih dalam tentang pengaruh latar belakang
peserta, dukungan keluarga, dan faktor lainnya terhadap efektivitas
program kepemimpinan perempuan dengan melihat perbandingan
di kedua wilayah yaitu daerah Lombok Timur dan Lombok Utara

atau daerah lainnya.
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Akademisi dapat mengembangkan teori yang lebih spesifik atau
model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur Kinerja
program kepemimpinan perempuan dengan perbandingan di kedua
wilayah perdesaan tersebut yang dapat menjadi acuan bagi
penelitian selanjutnya, jika terdapat bukti bahwa kepemimpinan
perempuan berdampak positif, penelitian evaluasi kebijakan ini
menjadi mendesak untuk lebih merancangkan evaluasi kebijakan
yang medukung tidak hanya jumlah tetapi juga kualitas

kepemimpinan perempuan di level grassroot.

2. Praktisi

a.

Praktisi dapat melakukan perbaikan dengan meningkatkan
kolaborasi antar pihak terkait melalui forum dialog formal yaitu
berupa wadah Tim Manajemen Kolaborasi yaitu menciptakan
kerangka kerja yang memungkinkan berbagai pihak secara efektif
dan efisien dalam konteks formal yaitu melibatkan pemerintah
pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta
untuk memperkuat implementasi program kepemimpinan
perempuan perdesaan;

Praktisi memastikan peserta mendapatkan pelatihan yang sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik perbandingan di kedua wilayah
tersebut yaitu Lombok Timur dan Lombok Utara, termasuk isu
dukungan keluarga, aksebilitas pelatihan, dan penyesuaian
program berdasarkan latar belakang peserta;

Praktisi dapat membangun mekanisme monitoring dan evaluasi
yang berkala dan terus-menerus selama program berlangsung dan
membuat perubahan yang diperlukan selama pelaksanaan

program.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024A\.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Keputusan Deputi Bidang Kesetaraan Gender No.5 Tahun 2021 Tentang
Rencana Strategi Deputi Kesetaraan Gender terkait Kepemimpinan
Perempuan Perdesaan merupakan Salah satu Program Prioritas Negara
Agenda RPJMN 2020-2024 vyaitu Pembangunan Manusia dan

Pengentasan Kemiskinan
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LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA PENELITIAN

Keterlibatan dalam

Jabatan key _ , Kebijakan Informasi yang ingin di
NO _ Unit Kerja o _
informan Kepemimpinan gali
Perempuan Perdesaan
Pejabat Pembuat dan Evaluasi Kebijakan
_ Perancang Kebijakan Kepemimpinan
Asisten . 1 _
_ Deputi Bidang Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di
Deputi PUG _ _
_ | Kesetaraan Perempuan Perdesaan liat dari Aspek:
1 | Bidang Politik
Gender, Kemen | serta melakukan 1. Jumlah peserta
dan Hukum _ o
PPPA evaluasi Kepemimpinan perempuan yang akan
Perempuan Perdesaan menjadi penggerak
pembangunan desa
Jabatan . yang memiliki
_ Pejabat Pembuat dan _
Fungsional B perspektif gender
Perancang Kebijakan _ _
Perencana . o 2. Memastikan kapasitas
_ Deputi Bidang Kepemimpinan
Ahli peserta perempuan
Kesetaraan Perempuan Perdesaan ,
2 | Madya/Muda dalam memahami dan
. Gender, Kemen | serta melakukan
pada Asisten _ o menembus forum-
_ PPPA evaluasi Kepemimpinan ,
Deputi PUG forum pengambilan
) - Perempuan Perdesaan
Bidang Politik keputusan
dan Hukum pembangunan desa
Kepala (misal: Musrenbang
Dinas Desa, Musyawarah
Pemberdaya Desa, Tim Perencana
an RPJM Desa, dll);
Dinas PP dan ) )
Perempuan 3. Memastikan kapasitas
PA Provinsi Pejabat pengampu
dan peserta perempuan
NTB

Perlindungan
Anak, KB
Provinsi NTB

dalam Menyusun
usulan-usulan program
di 4 Bidang

kewenangan desa
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Keterlibatan dalam

NO Jabatan key Unit Kerja Kebijakan Informasi yang ingin di
informan Kepemimpinan gali
Perempuan Perdesaan

Kepala yang responsive
Dinas gender; dan
Pemberdaya 4. Memastikan kapasitas
an Dinas peserta pemimpin
Perempuan Pemberdayaan dalam memahami cara
dan Perempuan dan mengintegrasikan

Perlindungan

Perlindungan

3 | Anak, KB Anak, KB Pejabat pengampu
Kabupaten Kabupaten
Lombok Lombok Utara
Utara dan dan Kabupaten
Kabupaten Lombok Timur
Lombok
Timur
Dinas
Pemberdayaan
Kepala Perempuan dan
Bidang PP Perlindungan
4 | dan PUG dan | Anak Pejabat pengampu
PP Kabupaten
Lombok Utara
dan Kabupaten
Lombok Timur
o Kapal ,
Pimpinan Bertanggungjawab
Perempuan,
5 | Lembaga atas Pelaksanaan
PEKKA, KPI, )
Masyarakat Kebijakan
PPSW

perspektif gender ke
dalam dokumen
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan desa
khusunya RKPD Desa
dan APBD Desa.

5. Bagaimana Anggaran

Pelatihan apakah

mencukupi?

6. Komitmen Tokoh

Masy/ Agama, Adat,
Pemda Provinsi dan
Kab

7. Bagaiman Dukungan

dari pasangan/suami?

8. Apakah ada

keterlibatan laki-laki?

9. Apakah ada hambatan/

tantangan selama
melaksanakan

pelatihan?
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NO

Jabatan key

informan

Unit Kerja

Keterlibatan dalam
Kebijakan
Kepemimpinan

Perempuan Perdesaan

Informasi yang ingin di

gali

Pemerhati

Perempuan

Kepemimpinan

Perempuan Perdesaan

Tenaga
Pengajar/
Fasilitator
daerah
Pelatihan ,
Tokoh
Masyarakat/A
dat/ Agama di
Lombok
Utara dan
Kabupaten
Lombok

Timur

Kapal
Perempuan di
Kabupaten
Lombok Utara
dan Kabupaten
Lombok Timur

Memberikan Materi
Pelatihan

Tenaga
Adminitrasi
Pelatihan
Kepemimpina
n Perempuan
Perdesaan
Kabupaten
Lombok
Utara dan
Kabupaten
Lombok

Timur

Kabupaten
Lombok Utara
dan Kabupaten

Lombok Timur

Mengadministrasikan
Pelaksanaan Pelatihan
Kepemimpinan

Perempuan Perdesaan

10. Apa rekomendasi/
upaya atas kebijakan
yang sama di tahun-

tahun selanjutnya.?
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Keterlibatan dalam

Jabatan key _ , Kebijakan Informasi yang ingin di

NO ) Unit Kerja o )

informan Kepemimpinan gali
Perempuan Perdesaan
Peserta Kabupaten Penerima Manfaat 1. Apakah Materi lembar
Perempuan Lombok Utara balik mudah dipahami?
Desa dan Kabupaten 2. Bagaimana mekanisme
Pelatihan Lombok Timur fasilitator daerah dalam
Kepemimpina memberikan materi?
n Perempuan apakah mudah
Perdesaan dipahami?
Kabupaten 3. Apa manfaat pelatihan
Lombok bagi bagi Anda?
Utara dan 4. Apakah masalah
8 Kabupaten keluarga / isu

Lombok ketidakadilan gender
Timur terselesaikan setelah
(Penerima mengikuti pelatihan?
Manfaat) 5. Apakah ada hambatan/

tantangan selama

mengikuti pelatihan?
6. Apakah ada

Usulan/Rekomendasi

kedepan?

Tabel Key Informan

158




TRANSKRIP WAWANCARA
Kode Informan Al (Pejabat Kementerian)
Identitas Informan
Pekerjaan
Tempat Wawancara
Waktu

Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara) dilihat dari

Aspek:

1.

10.
11.
12.
13.

Bagaimana Evaluasi Kebijakan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan
Perdesaan yang sudah dilaksanakan di Kementerian/ Lembaga Masyarakat??
Alasan pemilihan Lokus Pelatihan di NTB (Kabupaten Lombok Timur dan
Lombok Utara)?

Bagaimana proses persiapan sampai dengan monitoring evaluasi? yang terlihat
menonjol? Dan dimana tantangannya?

Jumlah peserta perempuan yang akan menjadi penggerak pembangunan desa
yang memiliki perspektif gender?

Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam memahami dan menembus
forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa (misal: Musrenbang
Desa, Musyawarah Desa, Tim Perencana RPJM Desa, dll);

Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam Menyusun usulan-usulan
program di 4 Bidang kewenangan desa yang responsive gender; dan
Memastikan kapasitas peserta pemimpin dalam memahami cara
mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran pembangunan desa khususnya RKPD Desa dan APBD Desa.
Bagaimana Anggaran Pelatihan apakah mencukupi?

Komitmen Tokoh Masyarakat/ Agama, Adat, Pemda Provinsi dan Kab (terutama
di Kab Lombok Timur dan Kab Lombok Utara)?

Bagaimana Dukungan dari pasangan/suami?

Apakah ada keterlibatan laki-laki?

Apakah ada hambatan/ tantangan selama melaksanakan pelatihan?

Apa rekomendasi/ upaya atas kebijakan yang sama di tahun-tahun selanjutnya?
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TRANSKRIP WAWANCARA

Kode Informan A2 (Pejabat Daerah)
Identitas Informan
Pekerjaan Dinas PP dan PA Provinsi dan Kabupaten
Tempat Wawancara
Waktu

Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara) dilihat dari

Aspek:

1.

10.

11.
12.
13.
14.

Bagaimana Evaluasi Kebijakan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan
Perdesaan yang sudah dilaksanakan di Kementerian/ Lembaga Masyarakat??
Alasan pemilihan Lokus Pelatihan di NTB (Kabupaten Lombok Timur dan
Lombok Utara)?

Bagaimana Kondisi Wilayah, Penduduk, Kemiskinan, dan Isu Gender disini?
Bagaimana proses persiapan sampai dengan monitoring evaluasi? yang terlihat
menonjol? Dan dimana tantangannya?

Jumlah peserta perempuan yang akan menjadi penggerak pembangunan desa
yang memiliki perspektif gender?

Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam memahami dan menembus
forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa (misal: Musrenbang
Desa, Musyawarah Desa, Tim Perencana RPJM Desa, dll);

Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam Menyusun usulan-usulan
program di 4 Bidang kewenangan desa yang responsive gender; dan
Memastikan kapasitas peserta pemimpin dalam memahami cara
mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran pembangunan desa khusunya RKPD Desa dan APBD Desa.
Bagaimana Anggaran Pelatihan apakah mencukupi?

Komitmen Tokoh Masyarakat/ Agama, Adat, Pemda Provinsi dan Kab (terutama
di Kab Lombok Timur dan Kab Lombok Utara)?

Bagaimana Dukungan dari pasangan/suami?

Apakah ada keterlibatan laki-laki?

Apakah ada hambatan/ tantangan selama melaksanakan pelatihan?

Apa rekomendasi/ upaya atas kebijakan yang sama di tahun-tahun selanjutnya?
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10.
11.
12.
13.

TRANSKRIP WAWANCARA
Kode Informan A3
Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan
(KAPAL, PEKKA, PPSW, KPI)

Identitas Informan

Pekerjaan
Tempat Wawancara
Waktu

Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara) dilihat

dari Aspek:

Bagaimana Evaluasi Kebijakan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan
Perdesaan yang sudah dilaksanakan di Kementerian/ Lembaga Masyarakat??
Alasan pemilihan Lokus Pelatihan di NTB (Kabupaten Lombok Timur dan
Lombok Utara)?

Bagaimana proses persiapan sampai dengan monitoring evaluasi? yang terlihat
menonjol? Dan dimana tantangannya?

Jumlah peserta perempuan yang akan menjadi penggerak pembangunan desa
yang memiliki perspektif gender?

Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam memahami dan menembus
forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa (misal: Musrenbang
Desa, Musyawarah Desa, Tim Perencana RPJM Desa, dll);

Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam Menyusun usulan-usulan
program di 4 Bidang kewenangan desa yang responsive gender; dan
Memastikan kapasitas peserta pemimpin dalam memahami cara
mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran pembangunan desa khusunya RKPD Desa dan APBD Desa.
Bagaimana Anggaran Pelatihan apakah mencukupi?

Komitmen Tokoh Masyarakat/ Agama, Adat, Pemda Provinsi dan Kab (terutama
di Kab Lombok Timur dan Kab Lombok Utara)?

Bagaimana Dukungan dari pasangan/suami?

Apakah ada keterlibatan laki-laki?

Apakah ada hambatan/ tantangan selama melaksanakan pelatihan?

Apa rekomendasi/ upaya atas kebijakan yang sama di tahun-tahun selanjutnya?

161



10.

11.
12.
13.
14.

TRANSKRIP WAWANCARA
Kode Informan A4
Tenaga Pengajar/ Fasilitator daerah Pelatihan,
Tenaga Administrasi Pelatihan, dan Tokoh
Masyarakat/Adat/ Agama di Lombok Utara dan
Kabupaten Lombok Timur

Identitas Informan

Pekerjaan
Tempat Wawancara
Waktu

Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara) dilihat
dari Aspek:

Bagaimana Evaluasi Kebijakan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan
Perdesaan yang sudah dilaksanakan di Kementerian/ Lembaga Masyarakat??
Bagaimana Kondisi Wilayah, Penduduk, Kemiskinan, dan Isu Gender disini?
Alasan pemilihan Lokus Pelatihan di NTB (Kabupaten Lombok Timur dan
Lombok Utara)?

Bagaimana proses persiapan sampai dengan monitoring evaluasi? yang terlihat
menonjol? Dan dimana tantangannya?

Jumlah peserta perempuan yang akan menjadi penggerak pembangunan desa
yang memiliki perspektif gender?

Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam memahami dan menembus
forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa (misal: Musrenbang
Desa, Musyawarah Desa, Tim Perencana RPJM Desa, dll);

Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam Menyusun usulan-usulan
program di 4 Bidang kewenangan desa yang responsive gender; dan
Memastikan kapasitas peserta pemimpin dalam memahami cara
mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran pembangunan desa khusunya RKPD Desa dan APBD Desa.
Bagaimana Anggaran Pelatihan apakah mencukupi?

Komitmen Tokoh Masyarakat/ Agama, Adat, Pemda Provinsi dan Kab (terutama
di Kab Lombok Timur dan Kab Lombok Utara)?

Bagaimana Dukungan dari pasangan/suami?

Apakah ada keterlibatan laki-laki?

Apakah ada hambatan/ tantangan selama melaksanakan pelatihan?

Apa rekomendasi/ upaya atas kebijakan yang sama di tahun-tahun selanjutnya?
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10.
11.
12.
13.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode Informan A5

Identitas Informan Peserta Perempuan Desa Pelatihan
Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Kabupaten
Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur
(Penerima Manfaat)

Pekerjaan
Tempat Wawancara
Waktu

Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi NTB (Kab.
Lombok Timur dan Kab Lombok Utara) dilihat dari Aspek:

Bagaimana proses Ibu dipilih menjadi peserta pelatihan di Provinsi NTB (Kab.
Lombok Timur dan Kab Lombok Utara)? apakah bisa diceritakan?

Bagaimana kesan dan Pesan selama mengikuti pelatihan di Provinsi NTB (Kab
Lombok Timur dan Kab Lombok Utara)?

Apakah Materi lembar balik mudah dipahami?

Bagaimana mekanisme fasilitator daerah dalam memberikan materi? apakah
mudah dipahami?

Apa manfaat pelatihan bagi bagi Anda?

Apakah masalah keluarga / isu ketidakadilan gender terselesaikan setelah
mengikuti pelatihan?

Apakah ada hambatan/ tantangan selama mengikuti pelatihan?

Apakah ada manfaatnya setelah mengikuti pelatihan?

Komitmen Tokoh Masyarakat/ Agama, Adat, Pemda Provinsi dan Kab?
Bagaimana Dukungan dari pasangan/suami?

Apakah ada keterlibatan laki-laki?

Apakah ada Usulan/ Rekomendasi kedepan untuk program ini?

Apakah ada Usulan/ Rekomendasi kedepan untuk Kementerian?
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